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HEPUTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor ! 42191396 /DPK/2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
FEDM MEDULU MEPOKCOASO

PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAR
HABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara :

Menimbang  : 4. bahwa Pendidikan Anak Usin Dini (PKEM) adalah suatul
upaya yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampal
dengan usia enam tahun vang dilakukan melal pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan fasmani dan rohani agar anak memiliki
kesinpan dalam memasukd pendidikan lebih lanjut;

b, bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan
lembaga pendidikan perlu  diberi legalitas jati din
keberadaannya;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b
tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan HKabupaten HKonawe

Lliara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Eislﬂ:u
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);

2, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemenniah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004,
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 [Lembaran
Negarae Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

4, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
tentang Badan Hukum Pendidikan:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan P‘!:nliidil{anmm
Usia Dini;
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B, Perniumn Menterl Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 137
Taluin 3014 tentang Standar Nasionn] Pendidikan Anak
Usnin Dini.

MEMUTUSHAN

Memibeerikan Perponjengan  [ein Operiiiinnl kepada Bntuan
PHEM MEDULY MEPONOASD Kelurshan Hoemnags Kecamutan
Lasoky kepulaunn Knbupaten Kennwe Utars.

Pemilperimmn Perponjongin lzgin Operanderial Satuan Pendidikan
selugmimnne dimpksnd poda dikiim Pertama Kepulusan ini,
sepanpng  mensnuhl semus ketentuan yang berlaku wajib
melakukin proses prenbelnjarn pada setiap ahun pelajaran.
Memeriniahlon kepidn Kepaln Bidang TK dan Dikmas untuk
meloksanokon pembinnan demi kelancaran  penyelenggaraan
Satunn TH tersebut;

Izin Opermnsional {nd beriaku selama 2 (dun) whun sejak
dikelusrkannyn  Surat  Keputusan ini  dan  mengajukan
permaolmnan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 30 [tiga
pulub) hari sebelum izin berakbir,

Heputusan ini mulnd berlaku sejik tanggal ditetapkan dengan
ketentunn apalila di kemudinn bard terdapat kebelimian akan
dindakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bupati Konawe Uters d Wanggudu

Menterd Pendidilean dan Kebudsyasn dl Salars:
Selretarial Jendersl PDSPE Kemendikbud df Jakria;
Direktorut Jenderal PAUD dan Dilenas di Jakarti;

Kepala BP PAUD dan Dikosis Prov. Sultra di Kendari;
Ketus DPRD Kabupaten Konawe Utarn di Wanggucdu;
Kepala BEPSDM Kabupaten Konawe Utarn di Wanggudu;
Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
Pertinggal.
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